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BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TELUK BINTUNI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TELUK BINTUNI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah maka dalam rangka membantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dalam
penyelenggaraan urusan  pemerintahan  daerah, perlu
menetapkan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni;

. bahwa sehubungan maksud huruf a, perlu membentuk

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Teluk Bintuni.

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong
Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan
Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten
Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel,
Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni,
Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahu 2002 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);



. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Prubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

Menetapkan:

dan
BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TELUK
BINTUNI
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

HON=

Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.

Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.

Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

o

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.



Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah Otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan
Daerah, Inspektorat dan Distrik.

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan
Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
berdasarkan asas:

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;

Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;

Efisiensi;

Efektifitas;

Pembagian habis tugas;

Rentang Kendali;

Tata Kerja yang jelas; dan

Fleksibilitas.

DR e a0 oD

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni, dengan susunan sebagai berikut:

Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;

Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;

Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;

Dinas Daerah terdiri dari :

a.

b
C.
d

1.

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan
pencatatan sipil;

Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tipe C
menyelenggarakan  urusan = pemerintahan  bidang  Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan UKM;

Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perhubungan;

Dinas PertanianTipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pertanian dan Tanaman Pangan;

Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang ketahanan pangan;

Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perikanan;

Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
sosial;



(1)

(2)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan,
parawisata, pemuda dan olahraga;

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang transmigrasi dan tenaga kerja;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Keluarga
berencana,;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pertanahan dan lingkungan hidup;

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan
masyarakat dan sub urusan kebakaran;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe C, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe C, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman; dan
Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan
Informatika, urusan persandian dan urusan statistik;

Badan Daerah terdiri dari :

1.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, menyelenggarakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;

Badan Pendapatan Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendapatan daerah;

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B, menyelenggarakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan; dan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B, menyelenggarakan
urusan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 4

Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Distrik
ditetapkan sebagai Perangkat daerah dan Kelurahan merupakan Perangkat
Distrik (Kecamatan).

Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

fao o
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Distrik Aranday Tipe A;

Distrik Aroba Tipe A;

Distrik Babo Tipe A;

Distrik Bintuni Tipe A terdiri dari :
1. Kelurahan Bintuni Barat; dan
2. Kelurahan Bintuni Timur.
Distrik Biscoop Tipe A;

Distrik Dataran BeimesTipe A;
Distrik Farfurwar Tipe A;

Distrik Idoor Tipe A;

Distrik Kaitaro Tipe A;
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Distrik Kamundan Tipe A;
Distrik Kuri Tipe A;
Distrik Manimeri Tipe A;

. Distrik Masyeta Tipe A;
Distrik Merdey Tipe A;
Distrik Meyado Tipe A;
Distrik Moskona Barat Tipe A;
Distrik Moskona Selatan Tipe A;
Distrik Moskona Timur Tipe A;
Distrik Moskona Utara Tipe A;
Distrik Sumuri Tipe A;
Distrik Tembuni Tipe A;
Distrik Tomu Tipe A;
Distrik Tuhiba; dan
Distrik Weriagar Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan
fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja diatur dengan Peraturan

Bupati.
BAB IV
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 6
(1) Selain Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(UPT).

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang terpadu perangkat
daerah induknya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit
Pelaksana Teknis Daerah di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan
Daerah.

Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk
Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Informal.

Pasal 8

Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit
Pelaksana Teknis Daerah di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah
sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja
secara profesional.

Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom
dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola Klinis serta
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD).



BAB V

STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya, dibantu 3 (tiga) Staf Ahli Bupati, yang
terdiri dari :

a.
b.
C.

Staf Ahli Bidang Politik Pemerintahan;

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan

Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi manusia.
BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkan Peraturan Daerah
ini, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan dan tata kerja
sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya
sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai urusan
pemerintahan umum diundangkan.

Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-
undangan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati
tentang Pembentukan UPTD yang baru.

Pengisian Jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada Tahun
2017.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pejabat Struktural pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai
dengan dilantiknya Pejabat Baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

(1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2007 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 29); dan

(2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 48).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini dapat dievaluasi serta ditinjau kembali dalam kurun waktu
selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk

Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada Tanggal 28 Desember 2016

BUPATI TELUK BINTUNI

(PETRUS KASIHIW)
Diundangkan di Bintuni
pada Tanggal 28 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI

(GUSTAF MANUPUTTY)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2016 NOMOR 104

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT : 7/2016



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan
daerah diatur dalam Undang-Undang. Selanjutnya dijelaskan bahwa
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam system
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian halnya Pemerintah dengan semangat serta dengan kemajuan
suatu bangsa yang makin maju perlu didorong adanya kualitas Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang lebih baik, maju, professional dan unggul dibidangnya dalam
melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada
masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
maka Perangkat Daerah di Kabupaten Teluk Bintuni perlu dilakukan penyesuaian
dan/atau perubahan agar dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas
pemerintahan di daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat daerah, susunan Perangkat Daerah Kabupaten terdiri
atas:

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Inspektorat;

d. Dinas Daerah;

e. Badan Daerah; dan

Kecamatan (disebut Distrik).

Untuk selanjutnya dapat dijelaskan bahwa Kelurahan adalah merupakan
Perangkat Distrik.

g

Dengan berpedoman dari peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut
di atas, untuk segera dilakukan penetapan Peraturan daerah tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi
Papua Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan asas Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Daerah adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk
melaksanakan urusan pemerintahan berdsasarkan asas otonomi dan
Tugas Pembantuan.



Huruf b

Yang dimaksud dengan asas Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi
Daerah adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah
didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu suatu
urusan pemerintahan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan asas Efisiensi adalah pembentukan Perangkat
Daerah ditentukan berdasarkan tingkat daya guna yang diperoleh.

Hurufd

Yang dimaksud dengan asas Efektifitas adalah pembentukan Perangkat
Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya
guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas Pembagian Habis Tugas adalah Pembentukan
Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah.

Huruf f
Yang dimaksud dengan asas Rentang Kendali adalah penentuan jumlah
Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah
didasarkan pada kemampuan pengendalian kerja unit kerja bawahan.

Huruf g
Yang dimaksud dengan asas Tata Kerja yang Jelas adalah pelaksanaan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat
Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun
horizontal.

Huruf h
Yang dimaksud dengan asas Fleksibilitas adalah penentuan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas
dan fungsi yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan setelah
Peraturan pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Hurufd
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas



Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Cukup jelas
Angka 14
Cukup jelas
Angka 15
Cukup jelas
Angka 16
Cukup jelas
Angka 17
Cukup jelas
Angka 18
Cukup jelas
Angka 19
Cukup jelas

Huruf e

Pasal 4
Ayat (1)

Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf c

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas
Huruf h

Cukup jelas
Huruf i

Cukup jelas
Huruf j

Cukup jelas
Huruf k

Cukup jelas



Hurufl

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Hurufr

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Huruf u

Cukup jelas

Hurufv

Cukup jelas

Huruf w

Cukup jelas

Huruf x

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas



Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
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